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ABSTRAK

Megura Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup strategis, baik dar
sudut wilayah maupun dari jumlah penduduk. Hal ini menjadikan Indonesia sebaga
salah salu pasar yang potensial, cukup luas serta menjanjikan untuk memasarkan
prodfuk indusin, baik dar dalam maupun luar negeri. TH sisi lain persaingan dunia
bisnis semakin lama semakin tajam, sebingga pelaku usaha harus memperkenalkzan
produknya kepada Konsumen secara maksimal, Oleh sebab it konsumen mempunyat
hanyak piliban terhadap barang dan‘atau jasa vang ditawarkan. Namun di pikak lain,
pelaku usaba cenderung melakukan kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan
perjanjian standar vang merugikan konsumen, Fenomena ini mengakibatkan posisi
antara  pelaku usaba depgan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen
terada pada posisi tawar vang lemah serta cenderuny dijadikan obyek unruk meraup
Leuntungan vang sehesar-besarnya. Konsumen berpotensi menuai ketidakadilan
dalarm herkonsumsr, Ada kalanva ketidakadilan tersebut bisa diselesaikan sendiri
oleh konsumen, akan tetapi tidak jarang ditemui kasus dimana pelaku usaha didak
menanggapl komplain konsumen dan mengelak bertanpgungjawab dengan berbagai
alasan yang seringkali sulit dimengerti oleh konsumen. Untuk  melindungi
Repentingan konsumen sccara menyeluruh, sebepamya telah diamre di dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPED,
mamun belum terlaksana sebagaimana mestinya, terutama mengenai tangsung jawab
perdata dari pelaku usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan
beberapa permasalahan vang diteliti, yvaitu bagaimana bemuk penvelesaian sengketa
antara P Coca Cola Distribubion Ind Palembang dengan Svamsurizon (konsumen):
bugaimana langeung jawab perdata Pl Coca Cola Distribution Ind Palembang
terhadap Svamsurizon (kensumen). Metode vang digunakan dalam penclitian ini
adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum
vang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-undangan) herkenaan
dengan pokok masalah yang dibahas dikaitkan dengan prakiek di lapanean, Data
viang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data
melalui wawaneara dan studi dokwnen vaite mempelajar dokumen-dokumen vango
berhubungan dengan masalah vanyg diteliti, Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
bentuk penyelesaian sengketa yang ditempub oleh PT. Caca Cola Distribution Ind
Palembang alas kasus vang menimpa syamsurizon {konsumen) adalgh secara non
Ltigass, Kedua belah pihak vang  bersengketa sepakat untuk  menyerahkan
sepenubnyva sengkata ini pada Badan Penvelesaian Sengketa Konsumen [(BPSK)
Kota Palembang dengan proses persidangan secara arbitrasi, Tanpeung jawab
Perdata PT. Coca Cela Distribution Iod  Palembang  terhadap  Syamsurizon
{konsumen} adalab berpedoman pada ketentuan Pasal 19 ayat 2 UUPK tentang
bentuk ganti rugl, Dimana pihak PT. Coca Cola Distribution Ind Palembang lebih
mengutamakan pada peruliban kesehatan konsumen diseriai dengan pemberian
panti g sebesar Rp, 5.000,000,00 (lima juta rupiah) berdasackan hasil keputusan
arbitrasi BPSK Palembang tangeal 6 Februan 2003 Nomor TR/RPSELPI/TE2003,



BABI

PENDAHULUAN

A. Lartar Belakang Masalah

Sejak Megara Republik Indonesia dilanda krisis ekonomi pada Juli 1997
hingga sekarang. berbagai masalah seputar ekonomi terus bermaunculan, masalih
perlindungan konsumen adalzsh szlah sato dari sckian barvaknye masalah
ckonomi yang terus membavangi kehidepan bangsa ini.  Seiring dengan
berjalannya waktu, Indonesia terus berupava untuk  memulihkan  keadzan
perekonomiannya,  termasuk  melindungi  kepentingan  konsumen  secars
menyeluruh melalui regulasi peraturan nagional dengan diberlakukannya Undang-
undang Momor ¥ Tahun 1999 eatang Perlindungan Konsumen (ULUPK ).

Dalam kensideran UUPK menvebutkan “bahwa pembansunan nasional
beriwjuan untuk mewwjudkan suaty masyvarakar adil dan makmer vang meraia
materil dan spiritual dafam era demokrasi ekonomi berdzsarkan Pancasila dan
Undang Undang Dasar 19457, Selanjutnyva disebutkan pula

“bahwa pembangunan perekanamian pada era elobalisasi ini barus dapat

mendiekung tumbuhnya duniz wsaha sehingea para produsen mampu

menghasilkan berancka barang dan‘atan jasa vang memiliki kandungan
teknologi yang dapat meningkatkan kesejahieraan masvarakar dan sekaligus

mendapat  kepastian atas barang danfatau jasa vang diperoleh  dari
perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsuemen,”

" MLHL T Siahaan, 2005, Hedum Komsamen Peelindinsan Korsumen Dan Tangmors fovah Produd,
Panta Rei. Jzkarta, hal. 817



Megura [ndonesia termasuk salah satu negarn vang cukup sirategis, baik dan
sudut wilavah maupun dari sudut jumlzsh penduduk vang cukup besar. Hal ini
menjadikan Indonesia sebagoi salah satu pasar yang potensial uniwk memasarkan
priluk ndustri, baitk dari dalam maupun luar pegeri,  Mengingat Indonesia
schagai pasar vang potensizl. cukup luas serta menjaniikan. dan di sisi lain
persaingan dunia  bisnis yang  dirasakan semakin  lama  semakin  wjam,
menyebabkan pelaku wsaha berusaha secars moksimal enwk memperkenalkan
setigp produk vang dibasilkan kepada kalangan konsumen,  Oleh sebab it
konsumen mempunyai banyvak ragam atau allemnative pilihan terhadap barang
dan‘atau jasa vang ditawarkan aleh pihak pelaky usaha baik produksi domestik
moupun intermasional.,

kondisi yang demikian pada satw pithak mempunvai manfaat bagi
konsumen. karena kebutuhan konsumen akan barang dan‘ataw jasa vamge
diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih
aneks jents dan kualitas berang danfatau jasa sesuai dengan keinginan dan
kemampuan kensumen. D7 pihak lain. pelaku usaha melakukan kial promesi.
cara penjualan. serta penerapan perjanjian standar yang merugikan Konsumen
Fenomena i mengakibatkan posisi pelaku usaha dan konsumen menjadi 1idak

seimbang dan kensumen berala pada posisi tavwar vange lemah. Konsumen vang

* Gunawan Widjava, Ahmad Yani, 2001, Hutam Tenran: Perlingungan Konsuser, Cesakan Kedua,
Grimedia Pustaka Urama, Jakarta, hal. [1-12




seharusnyva sebagai subvek akiifitas bisnis cenderung dijudikan obvek untuk
meraup keuntungan yang schesar-besarmnya.

Dalam melakukan kegiatan promosi. pelaku usaha seringkali mengabaikan
standar atau atran vang ditentukan dalam ULPE, akibainva dapat merugikan
Konsumen, misalnya mempromosikan produk vang tidak sesusi denpan isi.
kondisi, muly, komposisi, jaminan, jarji atau keterangan vang tertera dalam label
atau ctiket produk.  Sebagai contob Ciarul sebagai penghasil dodol vang baik dan
terkenal di seluruh Indonesia. maka mengusaha dodol di Bekasi menjual
dodolnya di Jakarta dengan menvatakan Dodel Garur”

Beberapa tahun terzkhir ini masyvarakat vang membutuhkan barang danfatau
jasa mau tidak maw harus berhadapan dengan perjaniian baku {standars comtract)
vang sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Maksud perjanjizn dengan
svarat baku dimaksud adalah perjanjian vang syarat-svaratnva telah ditentukan
terlebih dahulu®, Lembaga Bahasa mendefinisikan hahwa perjanjizn baku adalak
“Perjanjian yang klausulanva sudsh tetap atau tidak dapat diubah-ubab lagi ™
Selain it Meriam Darus menvimpulian bahwa “Pegjanjian baku  adalah
Perjanjian vany isinya dibzkukan dan dituangkan dalam bestuk lormulic™

Perjanjian baku membatasi asas kebehasan herkontrak dikarenakan dalam

perjanjian baku tersebut tercantum suatu kawsula yang disebut dengan Blausula

' . H. T. Sighaan, Omedr, hal 126

Y Az Wasution, 1995, Konsumen dan Hukion, Pustaka sinar barapan. fukara. hal. 4,

* Meriam Darus dalam bukunya Perlindunan techadap kontwmern dilifat dars st perianiiian ki
firmibrt),



cksonerasi. “Rijken mengatakan bahwa Klavsula eksonerasi adalah klansula yung
dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana saru pihak menghindarkan din
untuk memenuhi kewapibannye membayar ganti rugi seluruhnva atau terbatas,
vang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum™"

Pada umumnya pihak konsumen tidak dapat berbuat apa-apa, dimana
konsurmen harus menerima perjanjian baku tersebut. atau bersedia untuk tidak
memperaleh barang, pelayanan dan jasa vang diinginkan.  Dengan demikian
dapat diartikan bahwa kensumen tidak mempereleh perlindungan hukum dan/
atau kedudukan wang setara antara produsen dan konsumen, Scbagai contoh
dapat dilihat dari duea kasus di bawah ini;

“bebagaimana makanan dalam  kemasan, maeka kemasan scharusnya
mencantumkan  beberapa hal yakni : nama makanan‘merek dagang.
komposisi. ist netto. nama dan alamat perusahaan. nemor pendafiaran dan
kode produksi. tangzal kadaluarsa, nilsi gizi. petunjuk pengeunaan maupun
penyimpanan. Aturan mengenal hal tersebut temusng dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 7% Menkes/LIL 1978, mengenai Label
dan Periklanan makanan (Pasal 7 Avat 1), Pada kenvataannya, aturan
tersebut banyak yang dilanggar, terbukti darf banyvaknyva kemasan vang tidak
memenuhi persyaratan. kurang lengkapnya informasi vang tertera dalam
kemasan. seperti tidak mencanumkan berat bersih, kempeosisi makanan.
tanggal kadaluarsa atau salah satu/salah dua dari aturan terscbut, merupakan
hal vang lazim kita temui di lapangan saat ini. Tentw saja inl merepkan hal
vang sangat memprihatinkan.  Masing-masing dari persyaratan labeling
Kemasar tersebut bukanlah tanpa maksud dimasekkan dalam  atueran,
sehingga scharusnyelzh produsen makanan memenchin a. "’

“Produk tanpa mencantumkan nama dan alamat produsennya, maka jika
terjadi kerugian yang mengancam keselamatan konsumen akibat produk

* Meriam Darus Badrulzaman, 1994, dreka Mok Bisnis, Alumni, Bandung, hal, 47

"As"ad Nugrohe, Nanang Ismuhartye, Nurhasan, 2004, Menghadan! Kesdakadilan Kaum Produsen
Brfwkerr Lindnk Mesghodup! Segala Bentwk Kvcwrangon Pelakn Usaha, Cetakan Pertama, Piramedia,
Jakarta, hal. 14-13



tersebut, konsumen tidak dapat menelusuritidak dapat melakukan komplain
kepada pihak produsen yang bersangkutan.  Pada produk veng tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa. maka konsumen tidak dapat mengetahui
kapan makanan dalam kemasan tersebuot sudah jatub tempao tidak lxvak don
aman  wniuk dikonsumsi.  Seperti kita ketahui, makanan adalah sebuah
produk yang bisa menjadi rusak setelah kurun waktu tertentu. Apahila telah
mengalami kerusakan, maka makanan mengalami perubshan. baik kimia
fisika, maupun mikmobiologis. Perubahan-perubahan tersebut, sering bersifat
Liksis han g membahayakan bagi kaselamatan/kesshatan
[m:n;:r_hm11.-5r_1i'n:il'rl}'a."E
Contoh di atas memperlihatkan gejala lemahnya kedudukan konsumen.
dimana konsumen akan sangat berpotensi untuk menusi ketidakadilan datam
berkonsumsi. Ada kalanya Ketidakadilan tersebut bisa diselesaikan sendiri oleh
komsumen, aken tetaps bdak jarang ditemui kasus dimana pelaku usaba tidak
menangeapi komplain konsumen dan mengelak  berlangzungjawab  dengan
berbagai alasan vang seringkali sulit dimengerti oleh konsumen.” Jika demikian
malnya, maka diperlukan pihek ketigs untuk menyelesaikan sengkea antarn
konsumen dengan pelaku usaha,
Berdasarkan UUPK Pasal 45 Ayal (1) penvelesaizn sengketa antara
kensumen dengan pelaku ussha dapat dilakukan dengan dua cara. vaii
I. Litigasi {penyelesaian sengketa melalui pengadilan)
2. Mon Litigasi {penyelesaian sengketa dilvar pengadilan)
Penyelesalan sengketa secara litigasi seringkali dirasakan oleh konsumen akan

memakan wakiu yang panjang untuk menuntut pelaku usaha dan juga sonti rugi

wang diterima belum tente sepadan dengan biava perkara yang sudah dikeluarkan.

A fbidt
* deicd hal, 69



BAB IV

PENUTLFP

A, kesimpulan

Dari uraian Bab sebelumnva. maka dapar diperoleh beberapa kesimpulan

sehagat berikut

Bentuk penvelesaian sengketa vang ditempuh oleh PT, Coca Cola Distribution
Ind Palembang atas kasus vang menimpa syamsunizen |konsumen). adalah
secara Man Litigasi {diluar pengadilan), dimana keduz belah pihak yang
bersenokera sepakat untuek menverghkan sepenuhnya senoketa int pada pibak
ketiza waitu BPSK Kota Palembang dengan proses persidangan secara
arbiteasi.

Tanooung jawab Perdata PT. Coca Cola Distribution [sd Palembang sebagai
Pelaku Lisaha terhadap Syvamsuricon {konsumen) adalgh berpedoman pada
ketentuan Pasal 1% avat 2 U'LIPK tentang bentuk ganti rugi kagi konsumen,
berupa pengembalian sejumlak vang, pengeantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atay setara nilainyal perawatan kesehatan: pemberian santunan,
Dimansg  pihas PT. Coca Cola  Dasiribution Ind  Palembang  lebih
mengutamakan pada pemulihan kesehatan kensumen dengan menanggung
semua bizva perzwatan kesehatan Svamsurizon sampat pulih pada Bumah
Sakit RE, Charitas Palembang. dan disertai dengan pemberian ganti rugi

sebesar Rp, 5.0000000,00 (lima juia rupiah) berdaserkan hasil keputusan



arhitcast  BPSK  Palembang  tanggsl 6 Februsri KIS Niwown

13/BPSE.PI2/11/2003,

B. Saran

1-4

Untuk menvelesaikan sengketa komsumen yang  bertujuan melindungi
konsumen. maka  perlu dibentuk  lembzza nen litigasi i setigp
Kabupaten/Kota sepertt BPSK karena lembaga ini dapat menyelesaikan
sengketa konsemen secara mudah, murah dan cepat. Pembentukan lembiaga
non litieasi ini hars disosizlisasikan secara optimal keberadaannya kepada
konsumen dan pelaku usaba schingga dapat bertungsi sebagaimana mestinya.
Dengan adanya tanggung jawah perdata maupen  pidana bagi pelaky usaha.
maka pelaku ussha dalam melaksanakan kegistannya harus memenuhs
Letentuan-ketentuan vang diatur dalam ULUPK, agar konswmen tidak lag
diperlakukan sebaoai obvek oleh pelaku wsaba meiainkan ditempatian
sehagaimana mestinya yaitw sebagai subyek, sehingon secara teoritis, vuridis

dan kontekstual posisi wwar konsumen barada pada posisi vang sangsl kuat.
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